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ABSTRAK

BUDI PURNOMO, 201820251012, Pertanggungjawaban Tindak Pidana
Korupsi Terkait Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Putusan
Perkara No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi merupakan fenomena
yang berkembang pesat saat ini, tindak pidana tersebut dilakukan dengan berbagai
modus untuk melanggar ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan
menguntungkan korporasi, korporasi diatur sebagai subyek hukum dalam tindak
pidana korupsi dalam Pasal (1) angka 1 dan Pasal (1) angka 3 Undang-Undang RI
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal
tersebut telah memberikan kesempatan kepada para penegak hukum untuk
membebankan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam perkara
tindak pidana korupsi. Meskipun banyak menimbulkan perdebatan mengenai
penempatan korporasi sebagai subyek tindak pidana, Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menempatkan korporasi sebagai
subyek hukum bersama dengan manusia. Hal ini dilakukan sebagai reaksi dari
adanya kolusi antara politic power dengan economic power yang faktanya
semakin merugikan perekonomian Negara. Tindak pidana korupsi yang dilakukan
oleh korporasi tampaknya baru pada tahap pembebanan pertanggungjawaban
pidana kepada pengurus korporasi, penerapan korporasi sebagai subyek hukum
pidana yang dituntut dan dijatuhi pidana masih jarang diterapkan oleh penegak
hukum. Pemidanaan yang dikenakan kepada korporasi hanya berupa pidana denda
yang kurang mempunyai efek penjera dari pada pidana mati atau penjara dan
kesulitan pembuktian ‘“kesalahan” korporasi sebagai bagian unsur melawan
hukum dari pada membuktikan kesalahan orang perorang yang berakibat terdakwa
dibebaskan.

Kasus suap dalam proses pengurusan ijin proyek Meikarta di Bekasi, Jawa
Barat, bisa berkembang lebih jauh dari yang kita duga. Kalau ditemukan unsur
keterlibatan pemegang saham dan pengurus perusahaan dalam sebuah tindak
pidana, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menyeretnya dalam
perkara kejahatan korporasi, bukan lagi suap menyuap yang bersifat individual.
Komisi Pemberantasan Korupsi tampaknya tidak berhenti pada penahanan
terhadap sembilan tersangka, termasuk Bupati Bekasi Neneng Hassanah dan
Direktur Eksekutif Lippo Group Billy Sundoro.

Penulis menilai ada ketidak adilan dalam penerapan delik suap karena pasal-pasal
yang diterapkan untuk menjerat pemberi dan penerima suap seringkali tidak
sinkron. Kejaksaan dan Kepolisian cenderung menggunakan Pasal 5 Undang-
Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal lima tahun, sedangkan
KPK menggunakan Pasal 12a dengan ancaman maksimal seumur hidup. Secara
kasat mata, tampaknya KPK ingin memberikan efek jera secara maksimal kepada
penerima suap, Namun, dalam praktiknya KPK cenderung tidak konsisten.
Kepada pemberi suap, KPK menerapkan pasal yang ringan, sedangkan
penerimanya diganjar pasal berat.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Kasus Suap, Ketidakadilan.
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ABSTRACT

BUDI PURNOMO, 201820251012, Accountability of Corruption Crimes
Related to the Corruption Act Connecting to Case Decision NO. 15 / Pid.Sus-TPK
/2019 / PN Bdg.

Corruption committed by corporations is a phenomenon that is growing
rapidly at the moment, this crime is carried out in various ways in violation of
applicable law with the aim of benefiting companies, corporations are regulated as
subjects of corruption in Article (1) number 1 and Article (1) number 3 of the Law
Republic of Indonesia No. 31/1999 regarding the Eradication of Corruption, has
provided an opportunity for law enforcement to impose criminal liability on
corporations in corruption cases. Although there is much debate about placing
corporations as subjects of crime, the Corruption Eradication Act has placed
corporations as legal subjects with humans. This was done as a reaction to the
collusion between political forces and economic forces which, in fact,
increasingly damaged the country's economy. Corruption crime committed by
companies seems to only be at the stage of assigning criminal responsibility to the
company's management, the application of corporations as subjects of criminal
law prosecuted and punished by criminal law is rarely applied by law
enforcement. The sentence imposed on the company is only in the form of
criminal fines which have a less deterrent effect than the death penalty or
imprisonment and the difficulty to prove the company's "mistakes" as part of an
element of lawlessness rather than proving individuals. the mistake that caused the
defendant to be acquitted.

The case of bribery in the process of obtaining permission for the Meikarta
project in Bekasi, West Java, can develop further than we thought. If elements of
shareholders and company management are found to be involved in crime, the
Corruption Eradication Commission (KPK) can drag it into corporate crime, not
individual bribes. The Corruption Eradication Commission does not seem to stop
with the detention of nine suspects, including Bekasi Regent Neneng Hassanah
and Lippo Group Executive Director Billy Sundoro.

The author considers that there is an injustice in the application of bribery
violations because the articles applied to ensnare the bribe giver and receiver are
often out of sync. The Prosecutors' Office and the Police Department tend to use
Article 5 of the Corruption Law with a maximum threat of five years, while the
KPK uses Article 12a with a maximum lifetime threat. In plain view, it seems that
the KPK wants to provide a maximum deterrent effect to bribe recipients, but in
practice the KPK tends to be inconsistent. To the bribe giver, the KPK applied a
lighter article, while the recipient was given a heavy article.

Keywords: Corruption, Bribery Case, Injustice
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